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Abstmck

Regional autonomy gives sfrafegic ro le far regional government
to create policies which can promote economic growth through
potential industrial sectors. This research divulges vaious policies

introduced bythe governmentof the Riau Archipelago province

to enhance the development of its potential industrialsecfors.
The province has 0een chosen as /ocus of the research due to
its importance role in industrialization, where the Eatam special
economic zane located. By gathering information through
interviews and using qualitative method, the research findings
indicated that the regional government has made policies which

has supported the development of its potential industrial sectors.
Some examples of them are the creation of training centers,
inexpensive housing compounds and apartments for workers,

simpler process ofbusinesspermlf, increasing power suppty and
improving infrastructure condition to support the mobility of good
and people.

Keywords: regionalgavernment policy, industrial sector, the Riau Archipelago
Province

Abstrak

Otonomi daerah telah memberikan peran yang sangat strategis
bagi Pemerintahan daerah untuk melahlrkan suatu kebijakan yang
dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerahnya melalui potensi

sektor industri. Untuk mengetahuiapa saja kebijakan pemerintah
provinsi Kepulauan Riau dalam mendukung perkembangan sektor
industri maka dilakukan penelitian. Penelitian ini menggunakan

lTulisan ini adalah hasil penelitian lapangan pada tahun 2010.
2 Penulis adalah Peneliti Muda Bidang Ekonomi Kebijakan Publik pada Pusat Pengkajian Pengolahan
Data dan lnformasi, Setjen DPR Rl. Email: sani_alhusain@yahaa.cam
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metode kualitatif dengan mengumpulkan informasi melalui

wawancara dan literatur. Hasil penelitian menunjukkan, pemerintah

Provinsi Kepulauan Riau sudah membuat kebijakan untuk

mendukung perkembangan sektor industri di daerahnya, antara

lain: membuat balailatihan kerja, menyediakan fasilitas penunjang

bagi pegawai berupa pembangunan rusun dan apartemen,

mempersingkat proses perizinan baik untuk keluar masuk barang

maupun tenaga kerja asing, berupaya terus untuk meningkatkan

kapasitas energi listrik dan membangun sarana transportasi darat

untuk mempercepat mobilisasi baik orang maupun barang.

Kata Kunci: kebijakan pemerintah daerah, sektor industri, Provinsi Riau

Kepulauan

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan

kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan ini tidak dapat serta merta diperoleh

tanpa adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan

yang merata. Pertumbuhan ekonomi di suatu daerah sangat tergantung pada

banyak faktordimana salah satunya adalah lahirnya kebijakan pemerintah daerah

itu yang dapat menjadi stimulus perekonomian. Pemerintah daerah harus dapat

mengidentifikasi permasalahan dan kebutuhan daerah yang pada akhirnya dapat

merumuskan suatu kebijakan yang dapat mendorong percepatan laju

pertumbuhan ekonomi daerahnYa.

Kewenangan daerah (otonomi daerah) dalam menentukan arah

pembangunan menjadi sangat dominan dalam menciptakan pertumbuhan

ekonominya seiring dengan berlakunya UU No. 34 tahun 2004 tentang

Pemerinhhan Daerah dan UU No. 33Tahun 20Mtenbng Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Otonomi daerah merupakan

upaya untuk mewujudkan kemandirian daerah atas dasar kemauan, pemikiran

dan keterlibatan aktif masyarakat untuk memajukan daerahnya. Salah satu

upaya menuju kemandirian daerah adalah memberdayakan seluruh potensi

sumber daya yang dimiliki.

Terkait dengan otonomi daerah ini, khususnya Pemerintahan Provinsi

Kepulauan Riau memiliki peran yang cukup strategis terkait dengan pertumbuhan
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ekonomi melalui potensi daerahnya berupa pengembangan sektor industri yan61

telah dimulai sejak pengembangan Batam menjadi daerah industri di wilayah

barat lndonesia. Kewenangan yang besar ini, ditambah dengan diberlakukannyau

beberapa wilayah Kepulauan Riau menjadidaerah perdagangan bebas (FTZ)

yang diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia pada Januari2008, kemudiarr

didukung dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2009 tentang

Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan, dan Cukai serta Pengawasan atas
Pemasukan dan Pengeluaran Earang ke dan dari serta Berada di Kawasar
yang telah Ditunjuk sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuham

Bebas, dan Peraturan-peraturan Menteri keuangan sebagai acuarn
pelaksanaannya yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/pMK.03./200$

Tentang Tata Cara Pengawasan, Pengadministrasian, Pembayaran, serta

Pelunasan Pajak Pertambahan Nilai danlatau Pajak Penjualan atas Barang

Mewah atas Pengeluaran dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak danlatau
Jasa Kena Pajak dari Kawasan Bebas ke Tempat Lain dalam Daerah Pabeanr

dan Pemasukan dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena

Pajak dariTempat Lain dalam Daerah Pabean Ke Kawasan Bebas, Peraturar

Menteri Keuangan Nomor 46/PMK.04/?009 Tentang Pemberitahuan Pabean

dalam rangka Pemasukan Dan Pengeluaran Barang ke dan dari Kawasan yang

telah Ditunjuk sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas

dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47lPMR.A4n009 Tentang Tata Cara

Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dariKawasan Yang Telah Ditunjuk;

$ebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. Hal ini dapal
mendorong konsolidasi pembangunan sektor primer, sekunder, dan tersiel
termasuk keseimbangan persebaran pembangunannya ditempuh pendekatan

klaster industri di daerah ini. Melalui pemberlakuan aturan ini diharapkan pola

keterkaitan antar kegiatan, baik di sektor industri sendiri (keterkaitan horizontal)

maupun antar sektor industri dengan seluruh jaringan produksi dan distribusl

terkait (keterkaitan vertikal) akan dapatsecara responsif menjawab tantangan
persaingan globalyang semakin ketat. Peran pemerintah sebagai regulatordan
fasilitator harus dijalankan dengan baik dan seimbang. Peraturan-peraturan yang

dikeluarkan oleh pemerintah merupakan representasidariaspirasimasyarakat.
Sehingga proses pelaksanaan bisa berjalan dengan baik dan menguntungkan

semua pihak,

Pada skala nasional, untuk meningkatkan perkembangan sektor industri

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menargetkan pertum buhan industri

manufaktur dalarn Rencana Pembangunan Jangka Menengah {RpJM) selamu
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periode 2010-2014 mencapai6,79 persen pertahun. Targettersebut, lebih rendah

dibandingkan dengan RPJM periode 2004-2009 yang sebesar 8,15 persen'

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI) Kemenperin

menjelaskan, target tersebut telah disesuaikan dengan kondisi perekonomian

Indonesia selama lima tahun mendatang.3

Potensi industri Indonesia perlu dioptimalkan pemanfaatannya melalui

sinergi kebijakan pemerintah dan pelaku usaha sehingga terbangun keterkaitan

hulu dan hilir yang menjadikan industri Indonesia punya daya saing kuat di

kompetisi global. Pembangunan perekonomian tidak bisa dilakukan secara

meluas tanpa sinergi kekuatan. Prioritas Pembangunan Sektor Unggulan

khususnya industri akan mendorong sinergi segenap potensi perekonomian

nasional. Membangun daya saing internasionalindustri lndonesia perlu diawali

dengan memperkuat daya saingnya di pasar domestik melalui perkuatan pelaku

usaha industri dalam negeri dan menyediakan iklim usaha yang kondusif.

Perkuatan daya saing dipasardomestik memerlukan keterlibatan pelaku usaha,

pemerintah, konsumen dan masyarakat Indonesia.

Kadin dalam Laporan Ekonomi Bulanan Januari2008 menyebutkan bahwa

buruknya sarana infrastruktur jalan raya, pelabuhan, dan terbatasnya pasokan

energi dan listrik dalam negeri saat iniakan menjadi penghambat yang sangat

berpengaruh pada kelancaran kegiatan sektor produksi riil. Sektor industri

manufaktur, yang pernah menjadi motor pertumbuhan ekonomi, sampaidewasa

ini belum menunjukkan kebangkitannya kembali. Sejak krisis ekonomitahun

1997t1998, kebijakan di sektor ini semakin jauh dari arah yang jelas.

Ketidakjelasan visi dan misi sektor industri menyebabkan sektor ini semakin

jauh dari perkembangan yang memadai. Bahkan dalam tiga tahun terakhir ini

pertumbuhan sektor industritidak lagi pernah melebihi pertumbuhan ekonomi

secara keseluruhan, sepertiyang dicapaidimasa sebelum krisis tahun 1997.

Kenaikan harga minyak bumidan energimemang berdampak langsung kepada

sektor industri manufaktur, karena meningkatnya biaya produksi sektor ini.

Namun yang juga berperan penting terhadap terjadinya de-industrialisasi di

I ndonesia adalah karena ketidakjelasan strategi dan kebijakan ind ustri.4

Perkembangan nilai kontribusi sektor industri terhadap PDRB setelah

4(empat) tahun otonomi daerah diimplementasikan ternyata belum dapat

membawa perbaikan yang signifikan. Perkembangan nilai kontribusi industri

ffi RpJM Ditargetkan capai 6,79%, http://www.depperin.go.id/ind/

publikasi/berita psb/2010/20102989.HTM. Diakses pada tanggal 18 Maret 2010.
i Laooran Ekonomi Bulanan Januari 2008, Kamar Dagang dan Industri Indonesia. Hal 6 - 7.
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terhadap PDRB setiap provinsi di Indonesia selama periode 2001 - 2004

menunjukkan kecenderungan penurunan" Jika pada periode 1993 - 2000

beberapa provinsi menunjukkan pertumbuhan nilai kontribusisektor industri di

atas 20 persen, maka pada periode 2001 -2004 hampir seluruh daerah memiliki

nilai kontribusi terhadap PDRB yang menurun secara signifikan. Di pulau

$umatera, misalnya provinsi yang mampu mempertahankan nilai kontribusi

sektor industriterhadap PDRB diatas 20 persen hanya terdiri dari 2 (dua) provinsi

yaitu provinsi $umatera Utara dan Riau.5

Dari latar belakang dan permasalahan diatas, menarik untuk menganalisa

kebijakan Pemerintah Daerah khususnya Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan

Riau dalam mendukung perkembangan sektor industri di daerahnya.

B. Perumusan Masalah dan Pertanyaan Penelitian

Perkembangan investasidi Provinsi Kepulauan Riau sejak tahun 2008

terus mengalami kenaikan. Untuk menjaga dan meningkatkan investasi ini,

pemerintah daerah harus dapat melahirkan suatu kebijakan yang selaras dengan

kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah pusat. Oisamping itu, kebijakan

yang dilahirkan tersebut harus dapat menciptakan iklim usaha yang kondusif

dan memberikan insentif bagi perkembangan investasi sektor industri.

Di lain pihak, sektor industri sangat menunggu dukungan kebijakan daerah

yang sesuaidengan kebutuhan pelaku industri. Halyang menjadisorotan pelaku

industriadalah kebijakan yang dapatmenjawab permasalahan birokrasiperizinan,

ketersediaan dan kualitas infrastruktur (jaringan jalan, pelabuhan, kereta api,

listrik, pasokan gas) yang tidak memadai, banyaknya barang impor ilegalyang

beredardi pasardomestik, permasalahan hubungan industrialdalam perburuhan,

belum adanya kepastian hukum, dan suku bunga perbankan yang masih tinggi.6

Dari beberapa permasalah yang dihadapi sektor industri di atas, tentunya

menarik untuk diteliti apa upaya yang dilakukan pemerintah khususnyu
pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan perkembangan sektor industri.

Oleh karena itu, pertanyaan besaryang diajukan dalam penelitian ini adalah:

5 Firdausy. Carunia Mulya, Perkembangan Kontribusi Sektor lndustri Terhadap PDRB Sebelum
Dan $etelah Otonomi Daerah, elib.pdii.lipi.go.idlkataloglindex.phpl...ldownloadDatabyldlSl9Sl
8198.pdf,. Diakses pada tanggal 15 Maret 2010
6 BAB 18 Daya $aing Industri Manufaktur hal 1-2. www.bappenas.gp.id/Set-file-servprlnode/
8418/. Oiakses pada tanggal 12 Maret 2010.
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1. Bagaimana potensi sektor industri Provinsi Kepulauan Riau?

2. Apa kebijakan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam mendukung

perkembangan sektor industri?

C. Tujuan dan Kegunaan

Adapun tujuan dari diadakannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana potensi sektor industri Provinsi Kepulauan

Riau.

2. Untuk mengetahuiapa keb'ljakan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam

mendukung perkembangan Sektor Industri.

Kegunaan dari hasil penelitian iniadalah untuk menyediakan informasi

awalbagiAnggota DPR dalam membahas Rancangan Undang-Undang tentang

Perindustrian.

D. Kerangka Pemikiran

Menurut Kartasapoetra (2000), Pengertian industri adalah kegiatan

ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan

atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi lagi

penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun industri dan perekayasaan

industri.T Pengertian ind ustri ini sesuai dengan pengertian industri yang tercantum

dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1984 Tentang Perindustrian. Dalam undang-

undang tersebut ditambahkan bahwa Kelompok industri adalah bagian-bagian

utama kegiatan industri, yakni kelompok industri hulu atau juga disebut kelompok

industri dasar, kelompok industri hilir, dan kelompok industri kecil.

Menurut Hasibuan (2000) pengertian industri sangat luas, dapat dalam

lingkup makro maupun mikro. Mikro lndustriadalah kumpulan dariperusahaan-

perusahaan yang menghasilkan barang-barang yang homogen, atau barang-

barang yang mempunyai sifat yang saling mengganti sangat erat. Dari segi

pembentukan pendapatan yakni cenderung bersifat makro. lndustri adalah

kegiatan ekonomi yang menciptakan nilai tambah. Jadi batasan industri yaitu

secara mikro sebagai kumpulan perusahaan yang menghasilkan barang

sedangkan secara makro dapat membentuk pendapatan.s

7 Kartasapoetra G, (2000). "Makro Ekonomi', Edisi Kedua, Cetakan Keempat Belas. Raja Grafindo
Persada, Jakarta, hal 40.
8 Hasibuan, Nurimansyah, (2000)."Ekonomi Industri, Persaingan, Monopoli dan Regulasi"' LP3ES,

Jakarta, hal 62.
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Selanjutnya Uundang-undang No 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian juga

menjelaskan bahwa rancang bangun industri adalah kegiatan industri yang

berhubungan dengan kegiatan perencanaan pendirian industriatau pabrik-pabrik

secara keseluruhan atau bagian-bagiannya. Sedangkan perekayasaan industri

adalah kegiatan industriyang berhubungan dengan perencanaan dan pembuatan

mesin atau peralatan pabrik atau peralatan industri lainnya.

Berdasarkan pengertian di atas jelaslah bahwa suatu perusahaan

industri akan menghasilkan produk-produk tertentu yang memiliki ciri khas

perusahaan, demi untuk pertumbuhan dan perkembangan perusahaan tersebut'

Untuk perlindungan terhadap hak-hak perusahaan yang bersangkutan, maka

produk yang dihasilkan dari industri mendapat perlindungan hukum. Dengan

demikian, dalam usaha mendirikan perusahaan industri tidak terlepas dari

pengawasan pemerintah.

Pembangunan industri adalah bagian dari program pembangunan jangka

panjang untuk merubah struktur perekonomian yang terlalu berat sebelah kepada

bahan mentah dan hasil pertanian, kearah strukturekonomiyang lebih seimbang

dan lebih serasi. Artinya perusahaan industri tidak dapat berkembang sendiri

tanpa adanya persaingan dari peru$ahaan lainnya. Misalnya $uatu perusahaan

industri pengolahan ikan tidak akan berkembang kalau usaha ekstratif perikanan

itu menurun. Demikian juga dengan perusahaan industri pengalengan ikan, di

mana jika perusahaan ekstratif perikanan meningkat maka usaha pengalengan

ikan juga akan meningkat. Namun sebaliknya apabila perusahaan perdagangan

yang dapat memasarkan produknya tidak berkembang, maka pertumbuhan

industri pengolahan ikan tersebut tidak akan berkembang'

Menurut Martin dalam Kartasapoetra (2000) industri merupakan kumpulan

dari berbagai perusahaan (firm) yang memprod uksi:e

a. Bahan mentah Yang sama.

b. Proses produksi Yang sama.

c. Hasilyang sama.

Menurut Badan Pusat statistik (200s) industri mempunyai dua

pengertian:10

a. Pengertian secara luas, industri mencakup semua usaha dan kegiatan dl

bidang ekonomi bersifat produktif.

b. Dalam pengertian secara sempit, industri hanyalah mencakup industri

o Kartasapoetra G, (2000), OP.Cll.
10 Badan busat $tatistik, ieOOel. "Publikasi Kritsria Industri Kecil", Provinsi Sumatera Utara'

Analisa Kebiiakan Pemerintah.'..' 5?'I



pengolahan yaitu suatu kegiatan ekonomi yang melakukan kegiatan

mengubah suatu barang dasar mekanis, kimia, atau dengan tangan sehingga

menjadibarang setengah jadidan atau barang jadi, kemudian barang yang

kurang nihinya menjadi barang yang lebih nilainya dan sifatnya lebih kepada

pemakaian akhir.

Era globalisasi ekonomi yang disertai dengan pesatnya perkembangan

teknologi, berdampak sangat ketatnya persaingan, dan cepatnya terjadi

perubahan lingkungan usaha. Produk-produk hasil manufaktur di dalam negeri

saat ini begitu keluar dari pabrik langsung berkompetisi dengan produk luar

negeri, dan dunia usaha pun harus menerima kenyataan bahwa pesatnya

perkembangan teknologi telah mengakibatkan cepat usangnya fasilitas produksi,

semakin singkatnya masa edar produk, serta semakin rendahnya margin

keuntungan. Dalam melaksanakan proses pembangunan industri, keadaan

tersebut merupakan kenyataan yang harus dihadapi serta harus menjadi

pertimbangan yang menentukan dalam setiap kebijakan yang akan dikeluarkan,

dan sekaligus merupakan paradigma baru yang harus dihadapi oleh negara

manapun dalam melaksanakan proses industrialisasi negaranya.ll

Adapun strategi pengembangan industri Indonesia ke depan adalah

dengan mengadaptasi pemikiran-pemikiran terbaru yang berkembang saat ini,

sehubungan dengan era globalisasi dan perkembangan teknologi abad 21, yaitu

pendekatan pengembangan industri melalui konsep klaster dalam konteks

membangun daya saing industri yang berkelanjutan. Pada dasarnya klaster

industri adalah upaya pengelompokan industri intiyang saling berhubungan,

baik dengan induski pendukung (supporting indusfn'es), industriterkait (related

industries),jasa penunjang, infrastrukturekonomi, dan lembagaterkait. Manfaat

klaster ini selain untuk mengurangi biaya transportasidan transaksi, juga untuk

meningkatkan efisiensi, menciptakan asset secara kolektif, dan mendorong

terciptanya inovasi. 12

Untuk menentukan industri yang prospektif, dilakukan pengukuran daya

saing, baik dari sisi penawaran maupun sisi permintaan; untuk melihat

kemampuannya bersaing didalam negeri maupun di luar negeri. Hasilanalisis

daya saing terhadap industri yang sudah berkembang di Indonesia,

dikelompokkan ke dalam dua kelompok yaitu produksi orientasi ekspor dan

rr Ringkasan Kebijakan Pembangunan lndustri Nasional,
03KPlN-Ringkasan.pdf. Diakses pada tanggal 12 Maret 2010.
12 lbid.
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produksi orientasi dalam negeri, yang selanjutnya dibedakan atas 4 kategnu'i

yaitu: lndustri Padat Sumber DayaAlam, Industri PadatTenaga Kerja, Industri

Padat Modal, dan Industri PadatTeknologi.ls

Dalam menentukan bangun industri yang dicita-citakan, indu*tri-industL'i

terpilih tersebut, yang didasarkan atas industriyang sudah ada, dilengkapi la6ni

dengan industri-industri lainnya yang dipilih berdasarkan pertimbangan atnm

besarnya potensi lndonesia, yaitu luas bentang wilayah, besarnya jumlmn'l

penduduk dan ketersediaan sumber daya alam, yang bisa didayagunakan untu[q

kepentingan pembangunan sektor industri.14

Basis lndustri Manufaktur, adalah kelompok industri yang telalit

berkembang saat ini. Industri kelompok ini yang keberadaannya sangmt

bergantung pada keterssdiaan $DA dan SDM yang tidak terampil, untuk ktll

depan perlu d irestrukturisasi dan diperkuat kemampuannya sehingga mampil,l

menjadi industri kelas dunia. Penentuan industri prioritas, dilakukan rnel*flui

analisis daya saing internasionaldan pertimbangan besarnyn potensi Indonesinlt

yang dapat digunakan dalam rangka menumbuhkan industri. Dalarn jangkm

panjang pengembangan industridiarahkan pada penguatan, p*ndalmmnn dm t

penumbuhan klaster pada kelompok industri : 1) IndustriAgro; I) IndustriAlat

Angkut; 3) Industri Telematika; 4) Basis Industri Manufalqtur; dan $) Indu*trl

Kocil dan Menengah Tertentu,ls

$elain pengembangan industri itu sendlri tentunya p*rlu dukunguru

pernerintah dalam mernberikan stimulus perkembangan selctffir induutrl hutik {tlu

dalam bentuk fasilitas insentit rnaupun saran& dalam bentuk keteruediafflr

infrastruktur yang mendukung. J. M. Keynes yang dipandang sebagai salanlr

$eorang tokoh terkemuka ekonomipada bagian awalabad ks 20 rnenganggap:r

kebebasan pa$ar, tanpa ada campur tansan pemerintah, tidak ukan mffirnp{,1

rnelakukan alokasi *umber daya dan oufpufs $ecara optimal (full emplaym*n:f

of outputs). Karena itu Keynes m*mandang perlu admnya perfin pmmerintah,

antara lain dalam bentuk kebijakan anggaran untuk mmngatusi p*npangsur{$t"x

yang sekaligus juga meningkatkan daya belid*n m*ndorong udunym kmgiat*ul

bisnis.16 $ejalan Keynes, Pigou juga melihat bnhwa kebebasmn pa$ar yffinffil

berdasarkan pada rnaximum keuntungan individu tidak munrpu menciptukau

alokasi sumber daya yang optimal bagi kepentingan urnum.l?

13 tbid.
14 lbid.
15 lbid.
16 Abidin, Said Zainal, Peran Pemerintah Oalam Pembangunan, http://www.stialan.ac.idl
artikel$aidZaenal.pdf. Diakses pada tanggal 23 Maret 2010,
17 lbid.
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Peran pemerintah dalam pembangunan sangat penting, pertama dalam

pengadaan dan pengatu ran pemanhabn barang{arang pu blik dan proyek-proyek

pionir. Kedua, sebagai penjamin terselenggarakannya pembangunan sesuai

dengan visidan visibangsa. Ketiga, untuk menghindarkan terjadinya persaingan

yang tidak sehat antara perusahaan yang besar dengan perusahaan kecil dan

menengah.ls

Tiap negara mempunyai kekuatan dan kelemahannya masing-masing.

Maka itu pemerintah harus memanfaatkan kekuatan dan mengatasi kelemahan-

kelemahan yang ada. Munculnya negara-negara diAsia Timurdengan kemajuan

yang mengagumkan membuktikan bahwa peran pemerintah yang terpadu dengan

pihak swasta sangat efektif dalam pembangunan.ls

Peroux dalamArsyad, mengemukakan sebuah teori Pusat Pertumbuhan

(Pole Growfh) merupakan teori yang menjadi dasar dari strategi kebijakan

pembangunan industridaerah yang banyak terpakaidi berbagai negara dewasa

ini. Pertumbuhan tidak munculdi berbagaidaerah padawaktu yang bersamaan,

pertumbuhan hanya terjadi di beberapa tempatyang disebut pusat pertumbuhan

dengan intensitas yang berbeda. Intidariteori iniadalah adanya industri unggulan

yang merupakan penggerak dalam pembanguanan ekonomi daerah. Selanjutnya

timbul daerah yang relatif maju akan mempengaruhi daerah-daerah yang relatif

pasif.20

E. Metodologi Penelitian

1. Waktu dan Tempat Penelitian

Waktu penelitian lapangan dilakukan pada bnggal 2 - 8 Mei 2010. Adapun

daerah yang menjadi lokasi penelitian adalah Provinsi Kepulauan Riau. Alasan

dipilihnya Provinsi Kepulauan Riau sebagai daerah penelitian adalah karena

Prcvinsi ini merupakan daerah yang dikembangkan sebagian besar khusus untuk

industri. Oleh karena itu sangat menarik untuk menggali perkembangan

perindustrian yang ada saat inidan menganalisa kebijakan pemerintrh Provinsi

Kepulauan Riau dalam mendukung perkembangan sektor industri.

1E lbid.
1s lbid.
20 Lincolyn Arsyad (1999), Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah,
Yogyakarta, BPFE, hal 83.
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2. Bahan dan Cara Pengumpulan Data

Penelitian inimenggunakan data primerdan data sekunder. Data primer

diperoleh melalui wawancara mendalam guna memperoleh keterangan yang

lengkap dari pihak-pihak yang mengetahui pastidan berhubungan eratdengan
masalah perindustrian. Adapun pihak yang akan menjadi subjek penelitian adalah
pejabat pada instansi pemerintah daerah terkait antara lain Kepala Badan

Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPIDA) untuk mengetahui rencana

prioritas pembangunan daerah khususnya yang berhubungan dengan
pengembangan perindustrian, Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) untuk

mengetahui kontribusi industri daerah padaAnggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah, dan Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Pihak yang akan dijadikan

obyek dalam penelitian adalah perwakilan pengusaha yang bernaung pada Kamar

Dagang dan Industri Daerah (Kadinda)yang untuk mengetahui permasalahan

yang dihadapi pelaku usaha industriatas kebijakan pemerintah dalam sektor

industri.

Dari hasil wawancara, dianalisa sejauh mana kebijakan pemerintah daerah

Provinsi Kepulauan Riau dalam mendukung perkembangan sektor industri"

Sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi literatur dari hasil penelitian

yang dilakukan sebelumnya, buku, internetdan data-data angka yang diperoleh
Badan Pusat Statistik

3. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Sedangkan analisis yang

digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif yaitu analisis dengan

mendasarkan pada data primer dan sekunder, yang kemudian dari hasiil

pembahasan diambil kesimpulan dan rekomendasi.

II. TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Potensi $ektor induetri

1. Gambaran Umum Daerah

Provinsi Kepulauan Riau sebagai salah satu provinsi yang termuda dl

Indonesia terletak dijalur perlintasan dunia yang memiliki potensi ekonomi sangal
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besar. Secara geografis, Provinsi ini sangat strategis karena berada pada pintu

masuk Selat Malaka dari sebelah Timur juga berbatasan dengan pusat bisnis

dan keuangan diAsia Pasifik yakni Singapura. Disamping itu Provinsi ini juga

berbatasan langsung dengan Malaysia.2l

Provinsi Kepulauan Riau terbentuk berdasarkan Undang-undang Nomor

25 tahun 2002 merupakan Provinsi ke-32 di lndonesia yang mencakup Kota

Tanjungpinang, Kota Batam, Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, Kabupaten

Natuna, dan Kabupaten Lingga. Secara keseluruhan Wilayah Kepulauan Riau

terdiri dari 4 Kabupaten dan 2 Kota,42 Kecamatan serta 256 Kelurahan/Desa

dengan jumlah 2.408 pulau besar dan kecil di mana 40Yo belum bernama dan

berpenduduk.

Adapun luas wilayahnya sebesar 252.601 Km2, di mana 95% - nya

merupakan lautan dan hanya 5% merupakan wilayah darat. Dengan letak

geografis yang strategis (antara Laut Cina Selatan, Selat Malaka dengan Selat

Karimata) serta didukung potensi alam yang sangat potensial, Provinsi

Kepulauan Riau dimungkinkan untuk menjadisalah satu pusat pertumbuhan

ekonomi bagi Republik lndonesia di masa depan. Apalagi saat ini pada beberapa

daerah di Kepulauan Riau (Batam, Bintan, dan Karimun) tengah diupayakan

sebagai pilot project pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) melalui

kerjasama dengan Pemerintah Singapura.22

Penerapan kebijakan KEK di Batam-Bintan-Karimun, merupakan bentuk

kerjasama yang erat antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dan

partisipasi dunia usaha. KEK ini nantinya merupakan simpul-simpuldari pusat

kegiatan ekonomi unggulan, yang didukung baik fasilitas pelayanan prima

maupun kapasitas prasarana yang berdaya saing internasional. Setiap pelaku

usaha yang berlokasididalamnya, akan memperoleh pelayanan dan fasilitas

yang mutunya dapat bersaing dengan praktik-praktikterbaik dari kawasan sejenis

diAsia-Pasifik.

Dalam memberdayakan berbagai potensiyang ada, Provinsi Kepulauan

Riau berusaha untuk tetap menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui

penerapan good governance dan clean government dengan memberikan

kemudahan berinvestasi sehingga dapat menarik lebih banyak investor baik

domestik maupun asing untuk menanamkan modalnya.

21 Website Resmi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.www.kepriprov.go.id. Diakses padatanggal

20 Juni 2011
22 lbid.
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2. Perekonomian Daerah

Perekonomian Kepulauan Riau di awal tahun 2010 semakin
memperlihatkan tren ekspansif. Badan Pusat statistik (BPs) memperkirakan
laju pertumbuhan Produk Domestik RegionalBruto (PDRB) ditriwulan t-2010
sebesar9,34o/o (year-on-year), yang merupakan levelpertumbuhan tertinggisejak
terbentuknya provinsi iniditahun 2002. Dampak krisis keuangan globalterhadap

kinerja ekspor industri manufaktur berlangsung lebih smoofh dari perkiraan

semula. Realisasi ekspor di periode ini mencatat kenaikan secara tajam setelah

sepanjang tahun 2009 lalu tumbuh negatif. Perkembangan ekonomieksternal
dan domestik yang kian kondusifjuga mendorong kegiatan investasi, terutama

disektor manufaktur seperti industri pembuataniperbaikan kapal, industri mesin-
mesin elektrik dan industri barang-barang logam. $ementara di sisi penawaran
juga ditandai dengan semakin membaiknya pertumbuhan sektor-sektor utama
lain, seperti sektor perdagangan, hotel dan restoran, serta sektor bangunan.zs

Tingkat pertumbuhan ekonomi Kepulauan Riau ditriwulan lt-2010 diprakirakan
masih ekspansif di kisaran 9,38 t 1o/o (year-on-year\.Akselerasi pertumbuhan

ekonomi pada triwulan l-2010 yang dialami beberapa negara seperti$ingapura,
Hongkong, Amerika, dan Jepang akan lebih berdampak positif terhadap kinerja

sektor industri pengolahan Kepulauan Riau yang diperkirakan tumbuh 10,01%

di triwulan l-2010. Pengaruhnya akan konvergen dengan kinerja ekspor yang

diprediksi semakin tumbuh membaik di triwulan ll-2010. $elain itu, laju
pertumbuhan yang tinggijuga ditopang oleh perbaikan kinerja konsumsiswasta
menjelang pilkada Gubernur Kepulauan Riau yang direncanakan pada bulan
Mei 2010.

Tabel 1: Pertumbuhan Ekonomi Kepulauan Riau 2009 - A0{0

';[#j -TW, 
llll

200$. r

PDRB - harga konslan (Rp Miliar) 9.213 9.,163 9.694 9.954 10.073

Pertumbuhan PDRB (yoy %) 0,5370 2,260/o 3,50% 7,74% 9,34Yo

Laju lnflasi Tahunan (yoy %) Kota
Batam

6,33% 2.52o/o 2.57% 1,88% 2,97Yo

Sumber: Bank lndonesia. 2010

23 Bl, Kajian Ekonomi Regional Provinsi Kepulauan Riau Triwulan 112010, http:l/wwwbi.go.id/webl
id/DlBl/lnfo-FubliklEkonomi-Rsgional/KERlKepRiau/ker_kepriau-_twl 10.htm, Diakses pada
langgal I Juli 2010.
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APBD yang ditetapkan pada tahun 2010 ini hanya Rp 1,8 Triliun, namun

kegiatan perekonomian barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat

mencapai Rp 63 Triliun. Ini artinya partisipasi masyarakat di semua sektor jauh

mengungguli peran pemerintah. APBD hanya 1,8 Triliun, tapi kegiatan

perekonomian barang dan jasa, yang dihasilkan oleh masyarakat mencapai63,

Triliun tahun 2009, ini berarti sektor swasta sangat berkembang pesat di

Kepulauan Riau.2a

Keberhasilan Kepulauan Riau di beberapa bidang ini tidak terlepas

progresivitas peran pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang mampu mendesain

program untuk menopang laju pertumbuhan pembangunan. Komposisi

perekonomian diKepulauan Riau adalah industri, perdagangang, dan pariwisata,

namun untuk penyumbangan PDRB sektor industi masih mendominasi dengan

peresntase 45,5 persen. Kemudian sektor pedagangan, letak geografis Kepri

yang berada di Selat Malaka dan berdekatan dengan negara Singapura,

Malaysia, Vietnam dan Kamboja, membuat wilayah kepulauan ini menjadi

terminalteramai kedua setelah daerah kepulauan Swets. Sementara itu, sektor

pertanian juga bergerak dengan baik. Pada tahun 2009 lalu sektor ini mampu

menyumbang 5 persen dari PDRB Kepulauan Riau. Kontribusi masyarakat

terbesar ada di sektor industri. Meskipun Kepulauan Riau sebagai wilayah

kepulauan, tapi industri maritim berperan mencapai 45,5 persen, dari pada

penyumbangan PDRB. Sementara sektor pertanian juga bergerak dengan

menyumbang sekitar 5 Persen. lni adalah komposisi perekonomian kami,25

Laju inflasijuga berada dibawa nasional, pada tahun 2008 lalu, inflasi nasional

mencapai 8, 1 7 sementara di Kepulauan Riau hany a 2,41 . Jadi laju infl asi mampu

ditekan rata-rata dariinflasisecara nasional. Kepulauan Riau memiliki 19 pulau

terluaratau terdepan yang menjadi kawasan strategis nasional iniartinya pulau-

pulau tersebut berbatasan berhadapan dengan negara-negara tertangga. Pulau

Batam, Bintang dan Karimun telah ditetapkan sebagai kawasan perdagangan

bebas.26

Kepulauan Riau juga merupakan daerah multi etnis, dan tidak ada nilai

diskriminasi yang dibangun, semua etnis dipandang sama oleh anak-anak

Melayu. Yang membedakan mereka hanya kualitas, untuk mengembangkan

Kepulauan Riau sebagai satu wilayah yang maju. Bahkan bukan cuma dari

anak-anak Indonesia, banyak penduduk asing yang menetap di Kepulauan Riau

untuk menyambung hidup.

24 lbid.
25 lbid.
26 lbid.
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3. Potensi $ektor lndustri

lndustri man ufaktur yang berskala kecil sampai sedang dan industri besar,

terutama industriperkapalan, agroindustridan perikanan. Saat iniindustriyang
paling banyak di Kepulauan Riau adalah industri elektronik seperti PCB,

komponen komputer, peralatan audio dan video dan bagian otomotif. Industri

ringan lainnya seperti industri barang-barang, garmen, mainan anak-anak,
peralatan rumah tangga. Industrilainnyafabrikasibaja, penguliran pipa, peralatan

eksplorasi minyak, pra-fabrikasi minyak, jacket lepas pantai dan alat berat

terdapat di Bintan, Batam dan Karimun.2T

Sementara itu, industri kelautan yang ada di Provinsi Kepulauan Riau,

diantaranya adalah Industri pembuatan dan perawatan kapal serta lndustri

penunjang kegiatan perkapalan. Di samping itu, kegiatan perdagangan di

Kepulauan Riau difokuskan pada ekspor dan impor dengan total nilai ekspor

Provinsi Kepulauan Riau menurut negara tujuan pada tahun 2009 mencapai

USD 8.330 milyar dan total nilai impor menurut negara asal barang pada tahun

2009 mencapai USD 9.158 milyar yang berasal dari kegiatan ekspor ke 121

negara dan kegiatan impor dari 133 negara. Pada tahun 2009 ini total impor

melebihi total ekspor.28

Selanj utnya, total n ilai investasi di kabupatenlkota yang ada di Provinsl

Kepulauan Riau berdasarkan realisasi Penanaman Modal Dalam Negeridan

Penanaman ModalAsing dari tahun 2005 -2009 mencapai Rp.365.488.993.875,-

dan U$$729 .469.7 17 1,-, Nilai investasi ini belum menggembirakan mengingat

fasilitas kebijakan yang diberikan khusus untuk daerah ini.2e

Sebagai Provinsi Kepulauan, wilayah initerdiriatas 96 o/o lautan. Kondisi

ini sangat mendukung bagi pengembangan usaha budidaya perikanan mulai

usaha pembenihan sampai pemanfaatan teknologi budidaya maupun
penangkapan. Di Kabupaten Karimun terdapat budidaya lkan kakap, budidaya

rumput laut, kerambah jaring apung. Kota Batam, Kabupaten Bintan, Lingga

dan Natuna juga memiliki potensi yang cukup besar dibidang perikanan. Selain

perikanan tangkap di keempat Kabupaten tersebut, juga dikembangkan budidayn

perikanan air laut dan air tawar. Di kota Batam tepatnya di Pulau Setoko, bahkan

terdapat pusat pembenihan ikan kerapu yang mampu menghasilkan lebih dari 1

juta benih setahunnya.

2TWebsite Resmi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.www.kepriorov.go.id. Diakses padatanggal
20 Juni 2010

'z8 Statistik Ekspor dan lmpor Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009, Badan Pusat Satatistik
Provinsi Kepulauan Riau.
2e Data diperoleh dari hasil wawancara dengan Kepala Badan Permodalan dan Promosi Daerah
Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 4 Mei 2010.
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Minyak dan Gas Bumi terdapat di perairan Natuna (Kab. Natuna).

Berdasarkan data dari hasil survey bahwa jumlah cadangan minyak bumi di

Provi nsi Kepu lauan Riau sebesa r 291 .81 MM BO dan produ ksi rata-rata pertah u n

16,121MM8O, sedangkan jumlah cadangan gas sebesar 55,3 TSCF. Daridata

initerlihat bahwa Provinsi Kepulauan Riau memilikisumber daya alam yang

sangat strategis dan dapat menjadi daya tarik industri pengolahan minyak bumi

dan gas.

Provinsi Kepulauan Riau merupakan gerbang wisata mancanegara kedua

setelah Pulau Bali. Objek wisata di Provinsi Kepulauan Riau antara lain wisata

pantai yang terletak di berbagai Kabupaten dan Kota. Pantai Melur dan Pantai

Nongsa diKota Batam, Pantai Belawan diKabupaten Karimun, PantaiLagoi,

Pantai Tanjung Berakit, Pantai Trikora, dan Bintan Leisure Park di Kabupaten

Bintan. Kabupaten Natuna terkenaldengan wisata baharinya seperti snorkeling.

Selain wisata pantai dan bahari, Provinsi Kepulauan Riau juga memiliki objek

wisata lainnya seperti cagar budaya, makam-makam bersejarah, tarian-tarian

tradisionalserta evenf-eventkhas daerah. Daripotensi periwisata ini, berbagai

industri penunjang kebutuhan pariwisata dapat menjadi program strategis

pemerintahan daerah dalam rangka menciptakan kesempatan berinvenstasi dan

membuka lapangan pekerjaaan bagi masyarakat.

Kebijakan Daerah dalam Mendukung Sektor lndustri

Sebagai propinsi baru, berbagai permasalahan telah muncul yaitu

permasalahan ketimpangan baik ketimpangan demografi , ketimpangan ekonomi

dan ketimpangan sosial. Kota Batam sebagai maskot sekaligus juga magnit

Kepulauan Riau, mempunyai persoalan jumlah penduduk yang cukup besar

yang indikasinya dapat dilihat dari banyaknya rumah bermasalah, tingkat

kriminalitas, tingkat pengangguran dan tingkat kesejahteraan sosialyang timpang

Badan Pusat Statistik menyatakan laju pertumbuhan penduduk di Provinsi

Kepulauan Riau mencapai 4,99 persen per tahun, tertinggi dibanding wilayah

lain di Sumatra. Berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2010, laju pertumbuhan

penduduk Kepulauan Riau juga terbesar kedua di lndonesia setelah Papua.

Jumlah penduduk di Keprisebanyak 1.685.698 orang (864.333 pria dan 821.365

wanita), atau 0,7 persen daritotal penduduk lndonesia. Kota Batam yang berada

di Kepulauan Riau memiliki pertumbuhan penduduk paling tinggidalam satu

dasawarsa terakhir yaitu 7,70 persen per tahun. Dengan demikian laju

pertumbuhan penduduk di Batam mempengaruhi Kepulauan Riau, karena
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kabupaten/kota lainnya masih berada di bawah laju pertumbuhan penduduk

tingkat provinsi.s

Jumlah penduduk di Batam berdasarkan $ensus Penduduk 2010

sebanyak 949.7 7 5 orang, mengalami peningkatkan pesat dibanding 1 0 tah un

sebelumnya yang hanya mencapai 455.103 orang. Jumlah penduduk Kota

Tanjungpinang saat ini sebanyak 187.687 dengan laju pertumbuhan penduduk

2,79 persen pertahun. Kabupaten Bintan berpenduduk sebanyak 142.382 orang

dengan laju pertumbuhan 2,63 persen pertahun. Sementiara penduduk tGbupaten

Natuna sebanyak 69.319 orang dengan laju pertumbuhan penduduk 2,79 orang.

Kabupaten Kepulauan Anambas, berpenduduk 37,493 orang dengan laju

pertumbuhan penduduk 2,80 persen per tahun. Jumlah penduduk Kabupaten

Karimun 212.812 orang dengan laju pertumbuhan penduduk 2,21 persen pet

tahun. Jumlah penduduk di Karimun terbanyak kedua di Provinsi Kepri setelah

Batam. Jumlah penduduk Kabupaten Lingga sebanyak 686,230 orang. Laju

pertumbuhan penduduk di kabupaten itu di bawah angka nasionalyaitu 0,83

persen per tahun. Penyebaran penduduk di Kepulauan Riau belum merata,

karena masih terpusat di Kota Batam. Penduduk yang tinggal di Batam sebanyak

56,34 persen, sementara sisanya yang masing-masing kurang dari 13 per$en

tersebar di kabupaten/kota lainnya di Kepulauan Riau,31

Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Kepulauan Riau

pada triwulan lll tahun 2009 terjadi peningkatan atau tumbuh $ebe$ar 1,90 persen

dibandingkan triwulan ll tahun 2009. Peningkatan tersebut terjadi pada seluruh

sektor ekonomi. Pertumbuhan tertinggi dihasilkan oleh sektor pengangkutant

dan komunikasi sebesar 3,19 persen. PDRB Kepri pada triwulan lll tahun 200$

dibandingkan triwulan yang $ama tahun 2008 (y on y) tumbuh sebesar 0,S4

persen. Perekonomian Kepriyang diukurberdasarkan besaran FDRB atas dasar

harga berlaku pada triwulan lll tahun 2009 mencapai Rp 16.121.696,11 juta

sedangkan besaran PDRB triwulan lll tahun 2009 atas dasar harga konstarl

2000 adalah Rp 9.416.181,13 juta.u

Disisi penggunaan secara riil, pengeluaran konsumsirumah tangga pada

triwulan lll tahun 2009 dibandingkan dengan triwulan ll 2009 tumbuh nmbesmr

11,00 persen, pengeluaran lembaga swasta nirlaba tumbuh 9,9fi persen

pengeluaran konsumsi pemerintah tumbuh 9,SB persen, impor barang dan jasa

!0 Kepulauan Riau Dalam Angka, 2010, Badan Pusat Statistik Frovinsi Kepulauan Riau.
x. Ibid.
12 lbid.
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tumbuh 8,76 persen, pembentukan modaltetiap bruto tumbuh 5,58 persen, dan

ekspor barang dan jasa tumbuh 0,60 persen.s

Disamping itu juga, dari sudut permasalahan sosial Pekerja sektor informal

yang terbesar adalah di Kabupaten Natuna yaitu 83 % dan Kepulauan Riau

48,1o/o sedangkan di Kota Batam hanya 24,1o/o saja. Hal ini konsisten dengan

kontribusi sektor lndustri pengolahan diatas, di mana pada sektor industri
pengolahan pekerjanya bersifat formal, sedangkan sektor informal biasanya

ditandai dengan sektor pertanian.

Dari data kuantitatif di atas, kita melihat bahwa memang telah terjadi

ketimpangan-ketimpangan baik struktural maupun ekonomi. Permasalahannya

untuk sementrara dapat kita simpulkan adalah permasalahan sebaran penduduk

yang tidak merata dan ditambah dengan kebijakan bidang ekonomi yang

memprioritaskan batam sebagai basis perekonomian seperti industri,
perdagangan, alih kapal, pariwisab dan juga dalam infrastruktur.

Secara garis besar,Arah Kebijakan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

yang dirumuskan untuk tahun 2007 tidak secara langsung ditujukan untuk
pengembangan sektor industri tetiapi dirumuskan dalam program Pembangunan

Infrastruktur Perekonomian, Pemerataan Pertumbuhan Antar Daerah dan

Pengentasan Kemiskinan. Namun demikian dari program ini beberapa sasaran

yang ingin dicapaisesuaidengan upaya pengembangan sektor industri. Adapun

Sasaran yang akan diwujudkan pada tahun 2007 antara lain: Meningkatnya

ketersediaan utilitas (listrik, air, telepon, gas dan BBM);Tersedianya pelayanan

transportasi darat, laut dan udara antar daerah; Meningkatnya kualitas

penyelenggaraan transportasi darat, laut maupun udara; Meningkatnya

ketersediaan sarana dan prasarana telekomunikasi bagi masyarakat;
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan pemukiman; Meningkatnya

kesempatan berusaha bagi masyarakat; Tersedianya sarana dan prasamna yang

mendukung lancarnya arus barang, jasa dan modal; Meningkatnya kuantitas

dan kualitias SDM usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi; Terciptanya

pusat pertumbuhan ekonomi baru; dan Meningkatnya pengawasan terhadap
pencurian SDA (hasil hutan, tambang, ikan dan lain-lain).s

Arah Kebijakan yang ditetapkan untuk mencapai sasaran antara lain:

Pembangunan dan peningkatan jalan; Perbaikan dan pembangunan pelabuhan

laut; Penambahan frekuensipelayaran dibeberapa daerah yang selama ini masih

33 lbid.
s Data diperoleh dari hasil wawancara dengan Kepala Biro Perekonomian dan Pembangunan
Provinsi Kepulauan Riau, pada tanggal 3 Mei 2010.
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terbatas seperti Lingga, Natuna dan Tambelan; Peningkatan Kualitas dan

Kapasitas Bandara Kijang, Dabo, Karimun dan Ranai; Peningkatan penyediaan

utilitas (listrik, air dan telekomunikasi); Pembangunan prasarana pengairan di

Natuna, Lingga, Karimun dan Bintan; Pengendalian pembangunan yang

berwawasan lingkungan; Pembangunan prasarana dan sarana lingkungan

pemukiman; Melaksanakan pendataan dan pengkajian potensi-potensi SDA;

Mengembangkan sektor-sektor perekonomian yang dapat meningkatkan

pendapatan masyarakat; Mendorong tumbuhnya lembaga * lembaga keuangan

yang mendukung pertumbuhan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi;

Menyempurnakan manajemen pelayanan perizinan; Meningkatkan pengamanan

SDA guna mengurangi tingkat pencurian dan perusakan; Memberikan dukungan

terhadap perkuatan permodalan bagiusaha miro, kecil, menengah dan koperasi;

Meningkatkan kualitas SDM usaha mikro, kecildan menengah serta koperasi;

Meningkatkan promosi produk UMKM dan koperasi; dan Meningkatkan

pemberdayaan lembaga masyarakat desa.35

Menyoroti perkembangan sektor industri, pengusaha yang tergabung

dalam Kadinda Provinsi Kepulauan Riau menilaiperan gubernursangatstrategis

dalam menentukan arah pembangunan ekonomi provinsi ini terkait penetapan

Batam, Bintan, dan Karimun sebagaikawasan perdagangan bebas. Ditangan

gubernurfungsidan peran lembaga FTZ seperti Dewan l(awasan dan BP l(awasan

bisa berjalan efektif dan optimal.s

Ketua Kadinda Provinsi Kepulauan Riau berpendapat bahwa sejak FTZ

diresmikan oleh Presiden $BY pada Januari2008, kemudian diterbitkannya PP

No. 2/2009 tentang aturan kepabeanan dan perpajakan dalam kawasan bebas,

dan Peraturan Menkeu no. 45, 46, 47 tahun 2009, tidak melihat ada

perkembangan berarti dalam kelanjutan implementasi FTZ diwilayah ini. $angat

disayangkan, peraturan yang diterbitkan pemerintah itu bertolak belakang dengan

semangat FTZ yang diatur dalam UU FTZ. Hal ini terbukti sejak pemberlakuannya

pada April 2009 sampai hari ini, masih banyak hambatan dalam arus keluar

masuk barang di pelabuhan. Institusi kepabeanan sebagai penjaga pintu masuk

masih sangat dominan dalam pelaksanaan FTZ ini sehingga mengaburkan fungsi

dan tugas pokok dari dua lembaga yang mendapatkan amanah oleh undang-

undang yaitu Dewan Kawasan FTZ dan Badan Pengusahaan Kawasan.3T

n3 lbid.
36 Hasil wawancara dengan Kadinda Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 5 Mei 20"10'
et lbid.
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Kadinda telah menyusun lima program prioritas yang harus diselesaikan

oleh gubernuryan baru, yaitu masalah FTZ, pelabuhan, kelautan, pemukiman,

dan transportasi umum. Kami menilai kelima program itu sangat mendesak

untuk diselesaikan karena sangat berkaitan dengan iklim investasi dan citra

daerah ini.s
Peftama, masalah FTZada beberapa usulan yaitu 1) mengusulkan

kepada gubernuragar mendesak pemerintah mengganti PP No. 2/2009 tentang

aturan kepabeanan dan perpajakan di kawasan perdagangan bebas, sebab

disinilah muara darisemua masalah.2) perlu diterbitkan Peraturan Pemerintah

(PP) untuk pelimpahan kewenangan instansi-instansi pusat kepada Dewan

Kawasan selaku regulator dalam implementasi FTZ di Batam Bintan Karimun.

Merevisi Keppres No. 9, 1 0, 11 tahun 2008 tentang struktur keanggotaan Dewan

Kawasan FTZ Batam, Bintan, dan Karimun. 3) Perlu diterbitkan Peraturan

Presiden (Perpres) tentang Mekanisme Pembentukan Dewan Kawasan FTZ

dan Badan Pengusahaan Kawasan FTZ, berikut dengan Struktur Organisasi

Tugas (SOT)dan Sfandard Operating Procedure (SOP)

Kedua, soal pelabuhan. Kadinda mengusulkan kepada gubernur agar ada

ketegasan sikap dari Dewan Kawasan mengenai rencana BP Batam untuk

mewujudkan pembangunan container portBatu Ampar dan penataan jangka

pendek agar pelabuhan dapatdioperasikan secara optimal.

Program prioritas ketiga adalah soal pemukiman. Kadinda sangat peduli

terhadap pemukiman ini karena kondisinya sudah sangat memprihatinkan. Dapat

dilihat bahwa pemukiman liar yang tersebar luas di Pulau Batam seolah tidak

tersentuh oleh pemangku kebijakan di pulau ini, Data yang Kadin himpun pada

2006 saja jumlah rumah liarsudah mencapaiangka 57.000 unitdiseluruh Batam,

dan pada 2010 ini kami perkirakan sudah menyentuh angka 70.000 unit karena

tim penyelesaian masalah sengketa lahan ini tidak bekerja efektif. Jika

diasumsikan satu rumah ada tiga jiwa maka total penghuni rumah liar ini

mencapai 210.000 jiwa atau 2o/o dari total 1 juta jiwa penduduk Batam. Kadin

menilai ada diskriminasi antara pemukim liar dengan penduduk di kawasan

legal. Mereka tidak bayar pajak, menempati atau menyerobot tanah negara,

tapi mendapatkan fasilitas yang sama dengan warga yang tinggal di rumah

legal.

Kadinda mengusulkan bahwa perlu sikap tegas dari Gubernur mengenai

penyelesaian permukiman liar serta menutup peluang pengurusan KTP,

e lbid.
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penyambungan air, listrik, dan lainnya di permukiman liar. Keberadaan rumah

liar sudah mencoreng Batam sebagai kota investasi karena investor jadi takut

untuk membebaskan lahan yang sudah diserobot oleh pemukim liar ini.

Kee mpat soal transportasi. Kadinda memandang perlu mslebur selu ruh

taksi yang beroperasi di Batam dan Tanjung Pinang ke dalam satu perusahaan

baru dengan mengundang investor taksi sekelas Blue Bird di Jakarta supaya

memiliki standard pelayanan yang sama dengan kota besar lainnya.

Pertimbangannya adalah kondisi pertaksian di Batam yang juga memprihatinkan^

Ada argometer tapi tidak dipakai, tidak ada kepastian tarif, monopoli masih

terjadi, dan tidak ada standar pelayanan. Akibat dari kondisi ini, orang jadi malas

dan takut jika harus naik taksi dari bandara atau terminal ke kediamannya'

selain 5 (lima) program prioritas yang diusulkan di atas, Kadinda

berpendapat bahwa sektor kelautan juga sangat penting untuk diperhatikan

karena 96% wilayah Kepulauan Riau initerdiridari laut sehingga sudah pasti

ada banyak potensi kelautan yang bi$a digarap dan menjadi $umber pema$ul€n

bagidaerah, Tapi harus diingat, persoalan utama dari kelautan ini adalah soal

kewenangan bagi daerah dalam pengelolaan sumber daya kelautan ini.

$epanjang daerah belum diberi kewenangan yang jelas, maka sulit bagi

Kepulauan Riau mengembangkan diri.3e

Kadinda mengusulkan agffr gubernur segera nnenginventarisasi

kewenangan Pemerintah Provinsi terhadap pengelolaan potensi kelautan di

Kepulauan Riau, artinya di sektor apa saja yang boleh dan mana yang tidak

boleh. $elanjutnya, segera menyusun program jangka pendek dan menengah

dalam mengembangkan pelabuhan perikanan terpadu tcmpat tersedianya industrl

hulu dan hilir sebagai pu$at industridan jasa perikanan'40

Biro Perekonomian Provinsi Kepulauan Riau menjelaskan bahwa saal

ini permintaan untuk berinvestasi di Kepulauan Riau meningkat hanya saja

permintaan tersebut baru sebagian besar untuk di Batam dan Bintan sementara

itu untuk Karimun belunn begitu banyak. Namun u$aha mernpromosikan

keseluruhan wilayak Kepulauan Riau terus dilakukan. Tidak sampaidisitu saja,

pembangunan infrastruktur pun terus digalakkan meskipun dengan keterhatasarn

anggaran yang dimiliki. Terkait dengan kebijakan terhadap sektor industri, Bircr

Perekonomian mengatakan bahwa pemerintah provinsi telah merumuskan dan

melaksanakan kebijakan terkait dengan dukungannya dalam mengembangkan

3s lbid.
40 tbid.
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sektor industri yaitu melalui pendirian Balai Latihan Kerja. Tujuannya adalah
untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan sumberdaya manusia daerah
agar siap bekerja sesuaidengan kebutuhan dunia industri di provinsi ini.41

Pertumbuhan penduduk yang cukup tinggidi provinsi Kepulauan Riau
telah menimbulkan sejumlah persoalan. Persoalan yang timbul terutama
masalah pemukiman dan transportasi darat. untuk menunjang kebutuhan
masyarakat terutama karyawan Pemerintah daerah telah menyiapkan lahan
untuk dikembangkan sebagai penyediaan pemukiman berupa rusun dan
aparteman. Disadari bahwa masalah pemukiman ini menjadi besar karena
banyaknya masyarakat pendatang ke provinsi Riau khususnya di kota Batam.
Dengan demikian, penyediaan lahan perumahan iniakan memudahkan karyawan

atau masyarakat untuk memperoleh rumah susun atau apartemen dengan harga
yang relatif murah dan pemberian subsidi kredit.42

Selain persiapan SDM, Pemerintah provinsi juga sudah memprioritaskan
pengembangan infrastrukturjalan raya agarterjamin kelancaran mobilitas kerja
dan distribusi barang didarat. Untuk memperlancarproses produksi, pemerintah

daerah juga sedang mengupayakan terus peningkatan kapasitas energi listrik
baik untuk rumah tangga maupun untuk industri. Pada kenyataannya sebagian
pelaku industri menengah dan besar yang ada di provinsi ini sudah menyadari
keterbatasan kapasitas listrik inisehingga mereka (pelaku industri) biasanya

membangun fasilitas listrik sendiri. 43

Dilain Pihak, Dinas Perindushian dan Perdagaangan Provinsi Kepulauan

Riau menjelaskan sektor industriyang menjadi prioritas/unggulan untuk segera
dikembangkan diProvinsi Kepulauan Riau. DiBatam, akan dikembangkan sektor

industri Perkapalan dan elektronik. DiNatuna, akan dikembangkan sektorindustri

Perikanan, Perkebunan, Kerajinan dan Rumah Tangga. Di Karimun, akan
dikembangkan sektor industri Pertambangan, Perkebunan, dan Perikanan. Di

Bintan, akan dikembangkan sektor indushi Periwisata, Garmen dan elektronik.
DiTajungpinang, akan dikembangkan sektor industri Kerajinan. Di Lingga, akan

dikembangkan sektor industri Perikanan, Perkebunan, dan Kehutanan. Dan di

Kepulauan Anambas akan dikembangkan sektor industri Pengolahan Hasil Laut

dan Perkebunan.4

'1 Hasil wawancara dengan Kepala Biro Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Kepulauan
Riau pada tanggal 3 Mei 2010
12 lbid.
43 lbid.
{ Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan
Riau pada tanggal 3 Mei 2010.
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untuk mencapai rencana pengembangan sektor industri tersebut,

Pemerintah Daerah telah membuat suatu perencanaan berupa Visi, Misidan

Arah Kebijakan Pengembangan Industri, Visi yang ingin dicapai adalah

"Terwujudnya P rovinsi Kepu lauan Riau sebagai Kawasan I ndustri Perdagan gan

serta tumbuhnya sentra-sentra lndustri Kecil Menengah (lKM) yang mandiri,

tangguh dan berorientasi pada pasarglobal. Misinya adalah menguatkan struktur

industridan memberdayakan potensi Industri Kecil Menengah (lKM) dengan

mendorong usaha ekonomi masyarakat guna mendukung perekonomian Provinsi

Kepu lauan Riau dan menjadikan I ndustri dan Perdagangan sebagai penggerak

utama pembangunan ekonomi daerah regionalyang berkelanjutan, berdaya saing

tinggi, berwawasan kerakyatan dan ramah lingkungan.s

Arah Kebijakan Pengembangan lndustri sendiri, yaitu: Meningkatkan

kegiatan pembangunan dan pengembangan infrastruktur yang mampu

menunjang pertumbuhan industri antar wilayah; Meningkatkan dan

mengembangkan keterkaitan antara industri hilir dan hulu, industri besar,

menengah dan kecil; Mengembangkan industri berbasis sumber daya alam;

Meningkatkan pembinaan dan pengembangan industri kecil dan rumah tangga

guna memperkuat struktur perekonomian daerah; Meningkatkan kegiatan

kemetrologian; dan Meningkatkan mutu $DM aparatur pembina industri dan

pedagang kecil dan menengah.s

Dinas Perindustrian dan Perdagangan juga menyampaikan beberapa

permasalahan dalam upaya pengembangan perindustrian ini yaitu: Ma$ih

kurangnya infrastruktur yang mampu menunjang pertumbuhan industri sehingga

menyebabkan tidak meratanya pertumbuhan ekonomi antar wilayah; Belum

optimalnya hubungan antara industri hulu dan hilir, baik pada skala besar,

menengah maupun kecil; Belum optimalnya penggunaan potensi daerah oleh

kegiatan industri; Masih lemahnya peranan industri kecil dan rumah tangga

sehingga belum bisa dijadikan sebagai andalan bagi perekonomian daerah;

Keterbatasan SDM pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi

Kepulauan Riau baik berdasarkan kualitas maupun kuantitas; Rendahnya $DNl

pelaku usaha baik manajemen, permodalan, kewirausahaan dan ak$es pa$ar;

Kurang optimalnya pengawasan terhadap sektor industri dan perdagangan; dan

Kurangnya jaringan kerjasama dan kemitraan bagiusaha kecildan menengah.4rf

45 lbid.
16 lbid.
4t lbid.
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Daripenjelasan diatas, menunjukkan bahwa Provinsi Kepulauan Riau

harus dengan sungguh-sungguh menjalankan apa yang sudah direncanakan.

Hal yang paling utama untuk segera dikembangkan adalah penyediaan

infrastruktur untuk mempercepat mobilitas penduduk antar wilayah sehingga

dapat menciptakan percepatan dalam pemerataan pertumbuhan ekonomi.

Disamping itu, Pemerintah Kepulauan Riau harus segera mengidentifikasi

kebutuhan sektor industriakan kompetensitenaga kerja agar pelatihan yang

diberikan kepada calon tenaga kerja dapat tepat sasaran dan dibutuhkan.

Terkait dengan birokrasi perizinan usaha yang berlaku saat ini, bisa

dikatakan memang masih menjadikeluhan pana calon investor, namun demikian,

upaya mempercepat izin usaha iniakan terus dievaluasidan segera dilakukan

perbaikan untuk mempercepat pengeluaran izin tersebut. Diharapkan sistem

perizinan kedepan dapat disesuaikan dengan perkembangan teknologi yaitu

dengan mengembangkan sistem perizinan baik untuk perizinan bekerja maupun

perizinan keuar masuk barang. Sehingga para pengusaha industri tidak lagi

mempermasalahkan birakrasi perizinan yang memakan waktu dan dan bahkan

dapat menimbulkan biaya yang tidak jelas.48

Selama ini memang masih ditemuiada kendala dalam memperoleh

visa atau pelayanan sehingga prosesnya agak terhambat. Oleh karena itu, Kantor

lmigrasi akan percepat proses pembuatan atau perpanjangan paspor dan izin

kerja tenaga kerja asing di Batam lebih mudah. Apalagi saat ini sudah ada

proses pembuatan dan perpanjangan via internet. Sementara untuk pengurusan

Kartu lzin Tinggal Sementara (KITAS), ia paparkan, WNAyang bersangkutan

cukup memberikan surat rekomendasi dariApindo lalu mengurus (KITAS) ke

kantor imigrasi Batam, Pertimbangan imigrasi dalam memberikan kebijakan

memudahkan Apindo tidak lepas dari kewajiban lmigrasi dalam memberikan
pelayanan kepada masyarakat termasukApindo selaku pengusaha. Kemudahan

initetap tidak mengabaikan security. Selama inikan mereka anggap perizinannya

susah, padahalbukan karena SDMnya, tetapimemang peralatannya yang tidak

memadai, Dengan komunikasi iniakan jadi lebih baik. Kemudahan memperoleh

visa bisnis bagi para pengusaha akan diberlakukan sebagaiwujud nyata upaya

pemerintah dalam meningkatkan kerjasama dengan pengusaha. Dengan

kemudahan ini, ia harapkan kondisidunia usaha Batam akan lebih kondusif

bagi pengusaha.ae

48 Hasil wawancara dengan Biro Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau pada

tanggan 3 Mei 2010.
ae Hasil wawancara dengan Kepala Kantor lmigrasi Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 4 Mei
2011.
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Penanggulangan permasalah atau kendala perizinan iniharus menjadi

prioritas Pemerintah daeran agar percepatan pertumbuhan ekonomi melalui

masuknya investasiyang produktif sesuai dengan yang ditargetkan di Kepulauan

Riau dapat segera terealisasi.

III. KESIMPULAN DAN $ARAN

A. Kesimpulan

Keb'rjakan Pemerintah daerah Provinsi Kepulauan Riau dalam mendukung

sektor industri:

Kebijakan mendesentralisir lokasi pusafpusat industri dan pertumbuhan

ekonomi ke daerah lain. Kebijakan iniadalah memindahkan lokasi pabriUplant

ke daerah lain, mengingat bahwa tenaga kerja yang terserap dalam industri

mayoritasnya berasaldari Pulau Jawa, Sumatera dan kawasan Indonesia Eagian

Timur.

Penetapan dan pemilahan zona kegiatan ekonomi berdasarkan keunggulan

dan potensi daerah. Menetapkan cluster kegiatan ekonomi, beberapa kebijakan

lain adalah Batam harus konsisten hanya pada sektor lndustridan Perdagangan.

Pulau bintan konsentrasi dengan Pariwisata, Kabupaten Karimun dengan

Pertanian, budidaya kelautan dan galangan kapal, serta Kabupaten Natuna dan

Lingga dengan konsentrasi pada pertanian, kelautan, pertambangan dan

pariwisata

Meningkatkan pembangunan infrastuktur di daerah kab/kota yang sebaran

penduduknya minim seperti pembangunan jalan, pemukiman dan sarana

transportasi.

Untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dilakukan pembangunan

sarana kehidupan seperti sekolah, pelayanan kesehatan. Ketersediaan
Pelayanan kesehatan dan sarana pendidikan yang merata dapat mencegah

arus urbanisasi yang besar ke kota-kota yang relatif maju dan berkembang.

8. $aran

Pemerintah Kepulauan Riau perlu segera merealisasikan sistem perhinan

yang berbasis teknologi informasi.
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Untuk menambah ketertarikan investor untuk datang dan berinvestasidi
provinsi Kepulauan Riau perlu segera menyiapkan infrastrukturterutama Jalan,

energi listrik dan transportasi.

Pemerintah provinsi Kepulauan Riau perlu meningkatkan terus kapasitas

dan kemampuan sumber daya manusia lokal agar dapat bersaing dalam

memperoleh pekerjaan pada perusahaan menengah dan besar.
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Peraturan Pemerintah No 2 Tahun 2009 Tentang Perlakuan Kepabeanan,

Perpajakan, dan Cukai serta Pengawasan atas Pemasukan dan

Pengeluaran Barang ke dan dari serta Berada di Kawasan yang telah

Ditunjuk sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.03./2009 Tentang Tata Cara

Pengawasan, Pengadministrasian, Pembayaran, serta Pelunasan Pajak

Pertambahan Nilaidan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas

Pengeluaran dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa

Kena Pajak dari Kawasan Bebas ke Tempat Lain dalam Daerah Pabean

dan Pemasukan dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa

Kena Pajak dariTempat Lain dalam Daerah Pabean Ke Kawasan Bebas,

Peraturan Menteri Keuan gan Nomor 46/PMK. 04/2009 Tentang Pem beritah uan

Pabean dalam rangka Pemasukan Dan Pengeluaran Barang ke dan dari

Kawasan yang telah Ditunjuk sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan

Pelabuhan Bebas dan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 471PMK.0412009 Tentang Tata Cara

Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari Kawasan Yang Telah

Ditunjuk Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.
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